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STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYANAN PUBLIK

A. Struktur Organisas (Tupoksi)

Semangat reformasi telah mendoroRgngadilan Agama Watampone

untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakegyag pokok dan fungsi

dalam pembangunan perlindungan dan pelayanan na&syaguna mendukung

kebutuhan serta kepentingan rakyat. Adapun tugaskp®engadilan Agama

sebagai berikut :

1.

Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan / ntesnsetiap perkara
yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 21aydt Nomor 14 tahun
1970.

. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Eskan Kehakiman

adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk meggalekan Peradilan
guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan aBiEc demi

terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilaam®gdiubah dengan

UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomdaalmin 2009 yang
menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas darebang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pari@mara orang-orang
yang beragama Islam di bidang Perkawinan, WarissiaaHibah, Wakaf,
Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah serta Pengaragkanak.

. Pasal 52 (a) menyebutkan Pengadilan Agama membelt&bat Kesaksian

Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal Bulan pada taHijnyah.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama Watampone vyaitu :

. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Admrast Kepaniteraan

bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan daakdki.

. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkaading, Kasasi, dan

Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilannga.

. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semsar uli Lingkungan

Pengadilan Agama.
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4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihaartgnHukum Islam
pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apdibilizta.

5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagharta
peninggalan di luar sengketa antar orang — orang paragama Islam.

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambila
deposito / tabungan dan sebagainya.

7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya sepernyuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan fisgenelitian,
pengawasan terhadap advokat / penasehat hukunelbagasnya.

Bentuk organisasi Mahkamah Agung diatur dalam Ugédadndang
Nomor : 3 tahun 2009, tentang Mahkamah Agung Baraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemisahan antkeetaris dan Panitera.
Pada tanggal 9 Februari 2017 terbit dan berlakuatSHeputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/I1/2017 tentangrihgkatan Kelas
pada 29 Pengadilan Agama Kelas Il menjadi Kelas ddB 21 Pengadilan
Agama Kelas | B menjadi Kelas | A, yang salah ssittya memutuskan bahwa
Pengadilan Agama Watampone Kelas | B menjadi Kiefas

Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Agama Watampkelas | A
terdiri dari:

a. Ketua

Secara umum tugas pokok dan fungsi Ketua Pengadilzama
Watampone adalah merencanakan dan melaksanakas paj@k dan
fungsi Peradilan Agama serta mengawasi, mengevailzess melaporkan
pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaas @kj@n Badilag MA
RI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas pokok dan fungsi Ketua Pengadilan Ag@éftampone
secara detail, antara lain :

1) Memimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Wataenpo

2) Membuat perencanaan/program kerja, menetapkan asasdan

menjadwalkan rencana kegiatan setiap tahun & mktakpengawasan

atas pelaksanaannya dengan baik, serasi dan selaras
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3) Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab setasadalam
rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama aggama pejabat,
menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaannya dkutiggn
Pengadilan Agama Watampone.

4) Menyelenggarakan administrasi peradilan, baik adhtnasi perkara
maupun umum, dan mengawasi keuangan perkara mauum /
pembangunan.

5) Melaksanakan pertemuan berkala setidak-tidaknyalisdédédam sebulan
dengan para hakim, para pejabat lainnya, baik tstralk maupun
fungsional serta seluruh pegawai.

6) Memberi petunjuk & bimbingan yang diperlukan, bb#gi para hakim,
pejabat lainnya maupun seluruh pegawai.

7) Melakukan koordinasi antar sesama instansi penegllim, dan kerja
sama dengan instansi-instansi lain serta dapat er#mah keterangan-
keterangan, pertimbangan, nasehat tentang hukuam Igkepada
instansi pemerintah apabila diminta.

8) Mempelajari berkas perkara dan atau surat-suratykg berhubungan
dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agamargambagikan
kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

9) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkamon urut, tetapi
apabila terdapat perkara tertentu yang karena meghkya kepentingan
umum harus segera diadili, maka perkara itu didsdaur.

10)Memimpin dan mengawasi kesempurnaan pelaksanaaidpan atau
Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatkari Tetap.

11)Memantau dan mengawasi atas pelaksanaan tugasinggaht laku
Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita/JuruFSstegganti.
12)Melaksanakan konsultasi dengan atasan setiap ipaauétan.
13)Melaksanakan tugas khusus yang diberikan olehratasa
14)Mengevaluasi prestasi kerja para aparat Pengaigama Watampone
15)Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan (K€étu@/Bkassar).
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b. Wakil Ketua
Adapun tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua Pengadiegama
Watampone secara detail, antara lain :

1) Melaksanakan tugas sebagai Hakim Ketua dalam Maitdkim yang
dipimpin.

2) Mengkoordinir tugas pembinaan dan pengawasan kéden pegawai.

3) Mengkoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan pengewakeh Para
Hakim pengawas.

4) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh ratessuai dengan
peraturan yang berlaku.

5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

6) Memantau pelaksanaan tugas para bawahan.

7) Mengadakan rapat dinas.

8) Menetapkan rumusan masalah Pengadilan.

9) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

10)Menanggapi dan memecahkan masalah yang muncuhgkuihgan
Pengadilan Agama Watampone Kelas | A.

11)Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap waktdwukan.

12)Menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim dan mengpgmbagian
tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara.

13)Menetapkan hari sidang.

14)Menetapkan dan memerintahkan eksekusi / sita ekselalam suatu
keputusan.

15)Mengistbatkan dan menentukan tim hisab rukyat Ri&igadilan.

16)Menunjuk Pegawai / Pejabat untuk memberi nasehdtuidulslam
sebagai upaya penyuluhan Hukum kepada masyarakamdna ada
permintaan;

17)Mengevaluasi prestasi kerja para aparat di linggandgengadilan

Agama Watampone Kelas | A.
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c. Hakim
Secara umum, Hakim Peradilan Agama mempunyai tugdsak
menegakkan hukum perdata Islam yang menjadi wewggyandengan
cara-cara yang diatur dalam hukum acara Peradigma (Ps. 1 & 2 UU.
No. 14 tahun 1970).
Adapun tugas pokok dan fungsi Hakim secara detaigra lain :

1) Menerima & meneliti berkas perkara yang akan drgi#tan, serta
memasukkan dalam buku kalender persidangan.

2) Memimpin/mengikuti sidang-sidang sebagai Ketua h&gnggota.

3) Selaku Ketua Majelis menetapkan Hari Sidang

4) Menetapkan Sita Jaminan atas perkara yang ditangani

5) Mengonsep Putusan/Penetapan & memarafnya.

6) Meneliti ketikan Putusan/Penetapan & memarafnya.

7) Memonitoring perkara-perkara tundaan yang menjaewenangnya
untuk diproses lebih lanjut dengan dibantu olehtBemPengganti.

8) Bertanggungjawab atas pembuatan & kebenaran Berdea Sidang &
menanda tanganinya bersama Panitera Penggantiusebsidang
berikutnya.

9) Membantu/membuat gugatan lisan bagi pencari keadiEng tidak
dapat baca tulis.

10) Membuat jadwal persidangan (Court Calender).

11) Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Penggatuk melakukan
pemanggilan para pihak.

12) Melakukan pengawasan terhadap Panitera Penggadtird Sita/Juru
Sita Pengganti berkaitan dengan perkara yang ditanga.

13) Menganalisa Putusan/Penetapan untuk meningkatlkaitdamya.

14) Membantu Ketua Pengadilan dalam upaya untuk meatkgh
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

15) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan olehratasa
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d. Kepaniteraan

1) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas | A adalahafypatata usaha
negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsiesad® di bawah
dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agafas | A.

2) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas | A dipimpehdPanitera.

3) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas | A mempunyagag
melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis administrasi
perkara serta menyelesaikan surat-surat yang lemka@éngan perkara.

4) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas | A menyelemagga fungsi :

a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawadaksg@aan
tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pemaah

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara gygata

d) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, pemyata perkara,
dan transparansi perkara;

e) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam programiste#fan
keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan pematdan
perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan admasist
Kepaniteraan;

f) Pelaksanaan mediasi;

g) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan;

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KetrsgBdilan Agama
Kelas | A.

5) Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas | A terdis:ata
a) Panitera Muda Permohonan

« Bertugas melaksanakan administrasi perkara di Qidan
permohonan.
% Menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapdas ber
perkara permohonan,;

2. Pelaksanaan registrasi perkara permohonan;
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3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregiatguk
diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Réilaga

4. Pelaksanaan peneriman kembali berkas perkara yadahs
diputus dan diminutasi;

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkatrparkepada
para pihak yang tidak hadir;

6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusanattingk
banding, kasasi, dan peninjauan;

7. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salutasap
perkara permohonan;

8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas pey&ag
dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuantusap
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikaasrela
penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

10.Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap;

11.Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah
berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

12 Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;

13.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pamiter

b) Panitera Muda Gugatan
¢ Bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidagatan.
% Menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkap&as ber
perkara gugatan;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregisteuk

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan
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Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Riilzgma
melalui Panitera;

4. Pelaksanaan peneriman kembali berkas perkara yadahs
diputus dan diminutasi;

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkatrparkepada
para pihak yang tidak hadir;

6. Pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salurtasap
perkara gugatan;

7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas pey&ag
dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

8. Pelaksanaan pemberitahuan pernyataan banding,i kieas
peninjauan kembali kepada pihak termohon bandargyahon
kasasi dan termohon peninjauan kembali;

9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuantusap
upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikaasrela
penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggmagadan
Mahkamah Agung;

10.Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;

11.Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

12.Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap;

13.Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah
berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

14 .Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;

15.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pamiter

c) Panitera Muda Hukum
+» Bertugas melaksanakan pengumpulan, pengolahanetaaj@an
data perkara serta pelaporan.
% Menyelenggarakan fungsi :
1. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penydgitn

perkara;
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2. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;

3. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan denga
Kantor Wilayah Kementerian Agama;

4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporaraer

5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharsian
perkara;

6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untutippa
berkas perkara;

7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajinanba
bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;

8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakar;

6) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaa#erterdiri atas :
a) Panitera Pengganti
« Bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya
pelaksanaan persidangan.
% Menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;

2. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

3. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;

4. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara ky@ndlo
berurutan;

5. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai ndenga
perkara diputus dan diminutasi;

6. Pelaksanaan penyampaikan berkas perkara yang telah
diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan pemniara,
untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

b) Jurusita / Jurusita Pengganti
% Bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya
pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusgadpan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap padaagdag

tingkat pertama.
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% Menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pealpipak;
Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;

Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan deait

o k& DN

Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan ekgekada
para pihak terkait.
7) Wakil Panitera
Meskipun di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomaahtin
2015, Wakil Panitera tidak tercantum pada strugtganisasi Pengadilan
Agama Kelas | A, tetapi jabatan tersebut masih dda terisi (ada

pejabatnya) pada Pengadilan Agama Watampone.

Secara umum tugas pokok & fungsi Wakil Paniteraladda
mewakili Panitera dalam merencanakan dan melakaanpkmberian
pelayanan teknis di bidang administrasi perkaraasenengawasi,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas isekragan
kebijaksanaan teknis Ketua Pengadilan Agama Wataeperdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas pokok dan fungsi Wakil Panitera secara detaiara lain :

a) Membantu Panitera menyelenggarakan administraskapger dan
memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan.

b) Membuat konsep sasaran kegiatan Kepaniteraan satiap kegiatan.

c) Membuat konsep jadwal rencana kegiatan Kepaniteraan

d) Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan pemangyvab
kegiatan Kepaniteraan

e) Memantau pelaksanaan tugas bawahan.

f) Mengadakan rapat dinas.

g) Membantu Panitera menyiapkan konsep rumusan kehijan

pimpinan di bidang Kepaniteraan.
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h) Membantu Panitera meningkatkan koordinasi dengstamsi-instansi
terkait.

i) Membantu Panitera menanggapi dan memecahkan magalad
muncul di bidang Kepaniteraan.

]) Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saaludign.

k) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan olehratasa

l) Menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.

m)Mengevaluasi prestasi kerja bawahan di lingkungepaKiteraan.

n) Memberi penilaian pekerjaan untuk bawahannya dgklimgan
Kepaniteraan pada setiap akhir tahun.

0) Membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat rjgéasidang
pengadilan

p) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengakfjama dan
Panitera.

e. Kesekretariatan

1) Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tateausadpara yang dalam
menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawabelanggungjawab
kepada Ketua pengadilan.

2) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas | A dipingbai Sekretaris.

3) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas | A mempgurygas
melaksanakan pemberian dukungan di bidang adnasistorganisasi,
keuangan, sumber daya manusia, serta sarana daargma di
lingkungan Pengadilan Agama Kelas | A.

4) Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas | A menggjarakan fungsi :
a) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaaranpra@n

anggaran;

b) Pelaksanaan urusan kepegawaian;
c) Pelaksanaan urusan keuangan;
d) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisdataéaksana;

e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi ddiststa
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f) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlpagkarumah
tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan

g) Penyiapan bahan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesakedan
Pengadilan Agama Kelas | A.

5) Kesekretarian Pengadilan Agama Kelas | A terdasat

a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi darp&ela
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pekks
program, dan anggaran, pengelolaan teknologi irdsrmdan
statistik, serta pelaksanaan pemantauan evaluasiddeumentasi
serta pelaporan.

b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelzds
urusan kepegawaian, penataan organisasi dan katnka

c) Subbagian Umum dan Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelkks
urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumahgga,
keamanan, keprotokolan, perpustakaan, serta peagelkeuangan.
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Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agamtaiyaone
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1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Sebagai organisasi yang membawahi 4 (empat) linggwurperadilan,
Mahkamah Agung harus mempertanggung jawabkan kimgaj kepada
publik. Untuk itulah Mahkamah Agung dalam melak$@amatugasnya, baik
tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administizerkewajiban
melaksanakan program-programnya secara transpahamgga kebutuhan
publik akan adanya suatu lembaga peradilan yangdimaakan dapat
terakomodir. Program-Program yang ada di Mahkamajung RI
diprioritaskan yang terkait dengan akses publikrggla dengan program-
program tersebut di Mahkamah Agung RI akan tercipta
a. Transparansi pengadilan dan akuntabelnya PejabadiRe,

b. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap sisteadilpe dan
akses publik,
c. Perbaikan tata kerja dan pengembangan Sumber Dagadi.

Sesuai dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan-Z035 dalam
rangka mencapai visi yakni Terwujudnya Badan P&madndonesia yang
Agung dengan berlandaskan dan mengedepankan nksi ydenjaga
Kemandirian Badan Peradilan, Memberikan Pelayanarkuk yang
Berkeadilan kepada Pencari Keadilan, Meningkatkanualikas
Kepemimpinan Badan Peradilan serta Meningkatkandikiléas dan
Transparansi Badan Peradilan, maka perlu suatineaa standar dalam
hal pelayanan. Untuk itu Pengadilan Agama Watampelah merancang
penyusunan Standar Laporan Tahunan Pengadilan Ag&latampone,
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang melipliruge bagian dalam
hal pelayanan dengan harapan agar setiap tugasgrippean dan
penyelesaian yang berkaitan dengan kepuasan pé&eealilan dapat diukur
dengan standar yang jelas, tepat, terarah dan.cepat

SOP @andart Operating Prosedures) adalah penjelasan tertulis
mengenai pelaku dan rangkaian urutan kegiatan gacgra baku harus
dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. $&déhdart Operating
Prosedur) sendiri memiliki enam kegunaan bagi para pelakskegiatan

antara lain :
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a. Untuk meningkatkan efisiensi,

peraturan perundang-undangan.

efektifitas dan kedaa terhadap

b. Untuk mengurangi ketergantungan kepada pegawaentert serta

memudahkan penggantian pelaku atau pelaksana &egiat

c. Untuk memungkinkan pengukuran kinerja pelaku atalaksana

kegiatan.

d. Untuk memudahkan pengendalian dan evaluasi atas lsegiatan.

e. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan perlindungagi lpelaku atau

pelaksana kegiatan.

f.  Untuk memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan.

Tabel 2.1
Matrik SOP (Standar Operasional Prosedur)

| | Teknis
1 | Ketua 30 1. SOP Penetapan Penunjukan Maj@elum di
Hakim evaluasi
2. SOP Layanan Informasi Belum di
evaluasi
3. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum  Belum di
evaluasi
4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Pemeriksaan Setempat dari evaluasi
Pengadilan Agama Lain
5. SOP Pelayanan Penerimaan Belum di
Perkara Dalam Ekonomi Syariah | evaluasi
Dengan Acara Sederhana Tidak
Memenuhi Syarat
6. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Belum di
Perkara Upaya Hukum Perkara | evaluasi
Sederha Dalam Ekonomi Syariah
Telah Melewati Batas Waktu
7. SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
8. SOP Pelaksanaan Kehumasan damelum di
Keprotokolan evaluasi
9. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan| Belum di
In Aktif evaluasi
10.SOP Administrasi Persuratan Belum di
(Surat Masuk dan Surat Keluar) | evaluasi
11.SOP Pelayanan Kasasi Yang Belum di
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Tidak Memenuhi Syarat Formal | evaluasi
Dengan Alasan Melebihi Batas
12.SOP Pelayanan Kasasi Yang Belum di
Tidak Memenuhi Syarat Formal | eyaluasi
Dengan Alasan Tidak Mengajukan
Memori Kasasi
13.SOP Pelayanan Prodeo Pada Belum di
Tingkat Pertama evaluasi
14 SOP Pelayanan Prodeo Pada Belum di
Tingkat Banding evaluasi
15.SOP tentang Prosedur Pelayanan Belum di
Prodeo Pada Tingkat Kasasi evaluasi
16.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Riil evaluasi
17.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Pembayaran Sejumlah | evaluasi
Uang
18.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Selain Putusan evaluasi
Pengadilan Agama dengan lelang
19.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Eksekusi ke Pengadilan Agama | evaluasi
Lain
20.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Eksekusi dari Pengadilan Agama| evaluasi
Lain
21.SOP Prosedur Pengaduan Belum di
evaluasi
22.SOP Manajemen Risiko Belum di
Pengadilan Agama evaluasi
23.SOP Pengendalian Dokumen Belum di
evaluasi
24 SOP Pengendalian Belum di
Rekaman/Arsip/Catatan Mutu evaluasi
25.SOP Komunikasi Belum di
evaluasi
26.SOP Self Asessment Belum di
evaluasi
27.SOP Tinjauan Manajemen Belum di
evaluasi
28.SOP Pengendalian Belum di
Produk/Layanan Tidak Sesuai evaluasi
29.SOP Survey Kepuasan Belum di
Masyarakat/Pelanggan/Pencari | evaluasi
Keadilan
30.SOP Tindakan Perbaikan Belum di
evaluasi
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Wakil Ketua 9 1SOP Manajemen Risiko Belum di
Pengadilan Agama evaluasi
2. SOP Pengendalian Dokumen Belum di
evaluasi
3. SOP Pengendalian Rekaman/ | Belum di
Arsip /Catatan Mutu evaluasi
4. SOP Komunikasi Belum di
evaluasi
2. SOP Self Asessment Belum di
evaluasi
3. SOP Tinjauan Manajemen Belum di
evaluasi
4. SOP Pengendalian Belum di
Produk/Layanan Tidak Sesuai evaluasi
5. SOP Survey Kepuasan MasyarakaBelum di
/ Pelanggan / Pencari Keadilan | evaluasi
6. SOP Tindakan Perbaikan Belum di
evaluasi
Hakim 20 1.SOP Penetapan Hari Sidang Belum di
evaluasi
2. SOP Layanan Penundaan Sidang Belum d
evaluasi
3. SOP Layanan Pemanggilan Saksi Belum di
evaluasi
4. SOP Pelayanan Pemeriksaan Belum di
Setempat evaluasi
5. SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Pemeriksaan Setempat ke evaluasi
Pengadilan Agama Lain
6. SOP Pelayanan Pemberitahuan IsBelum di
Putusan evaluasi
7. SOP Pelayanan lkrar Talak Belum di
evaluasi
8. SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Perceraian dari PNS atau TNI atguevaluasi
Polri
9. SOP Pelayanan Permohonan IsbaBelum di
Nikah Volunter evaluasi
10.SOP Layanan Sidang di luar Belum di
Gedung evaluasi
11.SOP Pelayanan Mediasi Belum di
evaluasi
12.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Pemeriksaan Setempat dari evaluasi
Pengadilan Agama Lain
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13.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Pemeriksaan Setempat ke evaluasi
Pengadilan Agama Lain

14.SOP Pelayanan Pemberitahuan IsBelum di
Putusan evaluasi

15.SOP Pelayanan Ikrar Talak Belum di

evaluasi

16.SOP Pelayanan Perkara EkonomiBelum di
Syariah Memenuhi Syarat Dengahevaluasi
Pemeriksaan Sederhana

17.SOP Pelayanan Penerimaan Belum di
Perkara Dalam Ekonomi Syariah | evaluasi

Dengan Acara Sederhana Tidak
Memenuhi Syarat

18.SOP Pelayanan Pembebasan Biaygelum di

Perkara Tingkat Pertama

evaluasi

19 SOP Pelayanan Pembebasan Biaygelum di

Perkara Tingkat Banding

evaluasi

20.SOP Pelayanan Pembebasan Biaygelum di

Perkara Tingkat Kasasi evaluasi
4 | Panitera 50 1. SOP Penetapan penunjukan Belum di
Panitera Pengganti evaluasi
2. SOP Penunjukan Jurusita/JurusitaBelum di
Pengganti evaluasi
3. SOP Pemanggilan Para Pihak Belum di
evaluasi
4. SOP Permohonan Bantuan Belum di
Panggilan/Pemberitahuan ke evaluasi
Pengadilan Agama Lain
5. SOP Panggilan/pemberitahuan damelum di
pengadilan agama lain evaluasi
6. SOP Layanan Informasi Belum di
evaluasi
7. SOP Layanan Pos Bantuan Hukum  Belum di
evaluasi
8. SOP Layanan Sidang diluar Belum di
Gedung evaluasi
9. SOP Pembayaran Panjar Biaya | Belum di
Perkara evaluasi
10.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Pemeriksaan Saksi ke Pengadilanevaluasi
Agama Lain
11.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Pemeriksaan Saksi dari Pengadilaayaluasi
Agama Lain
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12.SOP Pelayanan Mohon Bantuan

Belum di

Pemeriksaan Setempat ke evaluasi
Pengadilan Agama Lain
13.SOP Pelayanan Teguran Panjar | Belum di
Biaya Perkara yang Menambah | evaluasi
Panjar
14 SOP Pelayanan teguran Panjar | Belum di
Biaya Perkara yang Tidak evaluasi
Menambah Panjar
15.SOP Pelayanan Sita Jaminan Belum di
evaluasi
16.SOP Pelayanan Sita Buntut Belum di
evaluasi
17.SOP Pelayanan Sita Harta Bersanelum di
Tanpa Perkara evaluasi
18.SOP Pengembalian Kutipan Aktal Belum di
Nikah evaluasi
19.SOP Pelayanan Perkara yang Belum di
Berkekuatan Hukum Tetap evaluasi
20.SOP Penyerahan Akta cerai Belum di
evaluasi
21.SOP Pengiriman Salinan Putusan Belum di
Kepada Para Pihak evaluasi
22.SOP Pengiriman Salinan Putusan Belum di
yang Sudah Berkekuatan Hukum| eyaluasi
Tetap ke KUA
23.SOP Pelayanan Akta Cerai pada| Belum di
Cerai Gugat evaluasi
24 SOP Pelayanan Akta Cerai Pada| Belum di
Cerai Talak evaluasi
25.S0OP Pelayanan Perkara Ekonomi Belum di
Syariah Memenuhi Syarat Dengahevaluasi
Pemeriksaan Sederhana
26.SOP Pelayanan Penerimaan Belum di
Perkara Dalam Ekonomi Syariah | evaluasi
Dengan Acara Sederhana Tidak
Memenuhi Syarat
27.SOP Pelayanan Keberatan Dalam Belum di
Perkara Upaya Hukum Perkara | evaluasi
Sederha Dalam Ekonomi Syariah
Telah Melewati Batas Waktu
28.SOP Pelayanan Kasasi Yang Belum di
Tidak Memenuhi Syarat Formal | eyaluasi
Dengan Alasan Melebihi Batas
29.S0OP Pelayanan Kasasi Yang Belum di
Tidak Memenuhi Syarat Formal | evaluasi
Dengan Alasan Tidak Mengajukan
Memori Kasasi
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30.SOP Pelayanan Prodeo Pada Belum di
Tingkat Pertama evaluasi
31.SOP Pelayanan Prodeo Pada Belum di
Tingkat Banding evaluasi
32.SOP tentang Prosedur Pelayanan Belum di
Prodeo Pada Tingkat Kasasi evaluasi
33.SOP Pelayanan Pembebasan Biaygelum di
Perkara Tingkat Pertama evaluasi
34.SOP Pelayanan Pembebasan BiayBelum di
Perkara Tingkat Banding evaluasi
35.S0OP Pelayanan Pembebasan Biaygelum di
Perkara Tingkat Kasasi evaluasi
36.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Riil evaluasi
37.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Pembayaran Sejumlah | evaluasi
Uang
38.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Selain Putusan evaluasi
Pengadilan Agama dengan lelang
39.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Eksekusi ke Pengadilan Agama | evaluasi
Lain
40.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Eksekusi dari Pengadilan Agama| evaluasi
Lain
41.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Konsinyasi evaluasi
42 SOP Pelayanan Permohonan IsbaBelum di
Rukyah Hilal evaluasi
43.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Pendaftaran Surat Kuasa Khusus evaluasi
44 SOP Pelayanan Permohonan IsbaBelum di
Nikah Volunter evaluasi
45.SOP Pengelolaan ATK Perkara Belum di
evaluasi
46.SOP Pengelolaan Panjar Biaya | Belum di
Perkara evaluasi
47 SOP Pengelolaan Sisa Panjar Belum di
evaluasi
48 .SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
49.SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan| Belum di
In Aktif evaluasi
50.SOP Administrasi Persuratan Belum di
(Surat Masuk dan Surat Keluar)
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evaluasi

5 | Wakil Panitera 4 1. SOP Pengelolaan ATK Perkara| Belum di
evaluasi
2. SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan| Belum di
In Aktif evaluasi
4, SOP Administrasi Persuratan Belum di
(Surat Masuk dan Surat Keluar) | evaluasi
6 | Panitera Muda 8 1. SOP Penerimaan Perkara Belum di
Permohonan evaluasi
2. SOP Pelayanan Kasasi Belum di
evaluasi
3. SOP Permintaan Salinan Belum di
Putusan/Penetapan evaluasi
4. SOP Layanan Informasi Belum di
evaluasi
5. SOP Layanan Sidang diluar Belum di
Gedung evaluasi
6. SOP kegiatan persiapan Belum di
persidangan evaluasi
7. SOP Pelayanan Peninjauan Belum di
Kembali evaluasi
8. SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
7 | Panitera Muda 8 1. SOP kegiatan persiapan Belum di
Gugatan persidangan evaluasi
2. SOP Pelayanan Banding Belum di
evaluasi
3. SOP Permintaan Salinan Belum di
Putusan/Penetapan evaluasi
4. SOP Layanan Informasi Belum di
evaluasi
5. SOP Penerimaan Perkara Belum di
evaluasi
6. SOP Pelayanan Kasasi Belum di
evaluasi
7. SOP Pelayanan Peninjauan Belum di
Kembali evaluasi
8. SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
8 | Panitera Muda 11 1. SOP Penyerahan Salinan PutusarBelum di
Hukum Pertama Kepada Para Pihak evaluasi
2. SOP Pelayanan Perkara yang Belum d
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Berkekuatan Hukum Tetap evaluasi
. SOP Penyerahan Produk Belum di
Pengadilan evaluasi
. SOP Penyerahan Akta cerai Belum di
evaluasi
. SOP Permintaan Salinan Belum di
Putusan/Penetapan evaluasi
. SOP Pelayanan Akta Cerai pada| Belum di
Cerai Gugat evaluasi
. SOP Layanan Informasi Belum di
evaluasi
. SOP Pelayanan Akta Cerai Pada| Belum di
Cerai Talak evaluasi
. SOP Pengarsipan Belum di
evaluasi
10.SOP Prosedur Pelaporan Belum di
evaluasi
11.SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
9 | Panitera 5 . SOP kegiatan persiapan Belum di
Pengganti persidangan evaluasi
. SOP Pelayanan Pemeriksaan Belum di
Setempat evaluasi
. SOP Pelayanan Ikrar Talak Belum di
evaluasi
. SOP Layanan Sidang diluar Belum di
Gedung evaluasi
. SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Pemeriksaan Setempat dari evaluasi
Pengadilan Agama Lain
10 | Juru Sita/ JSP 15 1. SOP Pemanggilan Para Pihak| Belum di
evaluasi
. SOP Panggilan/pemberitahuan daiBelum di
pengadilan agama lain evaluasi
. SOP Pemanggilan Mediasi Belum di
evaluasi
. SOP Layanan Pemanggilan Saksi Belum di
evaluasi
. SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Pemeriksaan Saksi dari Pengadilaayaluasi
Agama Lain
. SOP Pelayanan Pemeriksaan Belum di
Setempat evaluasi
. SOP Pelayanan Sita Jaminan Belum di
evaluasi
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8. SOP Pelayanan Sita Buntut

Belum di

evaluasi
9. SOP Pelayanan Sita Harta Bersanielum di
Tanpa Perkara evaluasi
10.SOP Pelayanan Pemberitahuan IsBelum di
Putusan evaluasi
11.SOP Pelayanan lkrar Talak Belum di
evaluasi
12.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Riil evaluasi
13.SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Pembayaran Sejumlah | eyaluasi
Uang
14 SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Eksekusi Selain Putusan evaluasi
Pengadilan Agama dengan lelang
15.SOP Pelayanan Mohon Bantuan | Belum di
Eksekusi dari Pengadilan Agama| evaluasi
Lain
11 | Staf Panitera 5 1. SOP Pembayaran Panjar Biaya | Belum di
Muda Gugatan Perkara evaluasi
(Kasir) 2. SOP Pengambilan Sisa Panjar Belum d
evaluasi
3. SOP Pelayanan Permohonan Belum di
Konsinyasi evaluasi
4. SOP Pengelolaan Panjar Biaya | Belum di
Perkara evaluasi
5. SOP Pengelolaan Sisa Panjar Belum di
evaluasi
I | Non Teknis
1 | Sekretaris 37 I1SOP Pelaksanaan Orientasi dan | Belum di
Sosialisasi Tupoksi evaluasi
2. SOP Pengembangan Pegawai Belumd
evaluasi
3. SOP ljin Belajar dan Tugas Belajar Belum di
evaluasi
4. SOP Pengelolaan Pegawai Belum di
evaluasi
5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai| Belum di
Pensiun dan BPJS evaluasi

6. SOP Pengelolaan Absensi Pegav

vai Belumd

evaluasi
7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai Belum di
evaluasi
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8. SOP Pengelolaan Kenaikan Belum di
Pangkat evaluasi
9. SOP Kenaikan Gaji Berkala Belum di
evaluasi
10.SOP Pengelolaan ljin Perkawinan Belum di
dan Perceraian Bagi Pegawai evaluasi
11.SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai  Belum di
evaluasi
12.SOP Pemberian Nilai Kepada Belum di
Pegawai evaluasi
13.SOP Pendelegasian Wewenang Belum d
evaluasi
14 SOP Pemberian Penghargaan Belum di
Kepada Pegawai evaluasi
15.SOP Pelaporan Harta Kekayaan | Belum di
Pegawai dan Pejabat Negara evaluasi
16.SOP Pengelolaan Tata Naskah | Belum di
Dinas evaluasi
17.SOP Administrasi Persuratan Belum di
(Surat Masuk dan Surat Keluar) | evaluasi
18.SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan| Belum di
In Aktif evaluasi
19.SOP Penatausahaan Aset Belum di
evaluasi
20.SOP Penatausahaan Persediaan Belum
evaluasi
21.SOP Pemeliharaan Lingkungan daBelum di
Keamanan evaluasi
22.SOP Pelaksanaan Kehumasan damselum di
Keprotokolan evaluasi
23.SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
24 SOP Pengelolaan Perpustakaan Belumd
evaluasi
25.SOP Pencairan Anggaran Belum di
evaluasi
26.SOP Pertanggungjawaban Belum di
Anggaran evaluasi
27.SOP Penatausahaan PNBP Belum d
evaluasi
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28.SOP Penyusunan Laporan

Belum di

i

Keuangan evaluasi
29.SOP Penyusunan Rencana PrograBelum di
dan Anggaran evaluasi
30.SOP Penyusunan SAKIP Belum di
evaluasi
31.SOP Penyusunan Laporan Belum di
evaluasi
32.SOP Pengelolaan Tl Belum di
evaluasi
33.SOP Layanan Informasi Belum di
evaluasi
34.SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
35.S0OP Pelayanan Prodeo Pada Belum di
Tingkat Pertama evaluasi
36.SOP Pelayanan Prodeo Pada Belum di
Tingkat Banding evaluasi
37.SOP tentang Prosedur Pelayanan Belum di
Prodeo Pada Tingkat Kasasi evaluasi
Kasubbag 7 1. SOP Penyusunan Rencana ProgreBelum di
Perencanaan, dan Anggaran. evaluasi
Tldan 2. SOP Penyusunan SAKIP. Belum di
Pelaporan .
evaluasi
3. SOP Penyusunan Laporan Belum di
evaluasi
4. SOP Pengelolaan TI Belum di
evaluasi
5. SOP Layanan Informasi Belum di
evaluasi
6. SOP Pelaksanaan Kehumasan damelum di
Keprotokolan evaluasi
7. SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
Kasubbag 14 1.SOP Administrasi Persuratan Belum di
Umum dan (Surat Masuk dan Surat Keluar) | evaluasi
Keuangan
2. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan| Belum di
In Aktif evaluasi
3. SOP Penatausahaan Aset Belum di
evaluasi
4. SOP Penatausahaan Persediaan Belum
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evaluasi
5. SOP Pemeliharaan Lingkungan daBelum di
Keamanan evaluasi
6. SOP Pelaksanaan Kehumasan damelum di
Keprotokolan evaluasi
7. SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi
8. SOP Pengelolaan Perpustakaan Belum di
evaluasi
9. SOP Pencairan Anggaran Belum di
evaluasi
10.SOP Pertanggungjawaban Belum di
Anggaran evaluasi
11.SOP Penatausahaan PNBP Belumd
evaluasi
12.SOP Penyusunan Laporan Belum di
Keuangan evaluasi
13.SOP Pengelolaan Tata Naskah | Belum di
Dinas evaluasi
14.SOP Pelayanan Informasi Belum di
evaluasi
Kasubbag 18 1.SOP Pelaksanaan Orientasi dan | Belum di
Kepegawaian, Sosialisasi Tupoksi evaluasi
Organisasi dan
Tata Laksana. 2. SOP Pengembangan Pegawai Belumd
evaluasi
3. SOP ljin Belajar dan Tugas BelajaBelum di
evaluasi
4. SOP Pengelolaan Pegawai Belum di
evaluasi
5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai| Belum di
Pensiun dan BPJS evaluasi
6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai Belum d
evaluasi
7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai Belum di
evaluasi
8. SOP Pengelolaan Kenaikan Belum di
Pangkat evaluasi
9. SOP Kenaikan Gaji Berkala Belum di
evaluasi
10.SOP Pengelolaan ljin Perkawinar Belum di
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dan Perceraian Bagi Pegawai evaluasi

11.SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai  Belum di

evaluasi

12.SOP Pemberian Nilai Kepada Belum di

Pegawai evaluasi
13.SOP Pendelegasian Wewenang Belumd

evaluasi

14 SOP Pemberian Penghargaan Belum di

Kepada Pegawai evaluasi

15.SOP Pelaporan Harta Kekayaan | Belum di
Pegawai dan Pejabat Negara evaluasi

16.SOP Pengelolaan Tata Naskah | Belum di

Dinas evaluasi
17.SOP Pelayanan Informasi Belum di
evaluasi
18.SOP Pemberian Informasi Belum di
evaluasi

2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

SKP adalah Sasaran Kinerja Pegawai yang ada dalam satu unsur
di dalam Penilaian Prestasi Kerja PNS yang diatalard Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.

Kegiatan penyusunan SKP di lingkungan Pengadilananfey
Watampone dilaksanakan sesuai prinsip dasar dalenmlaRn Prestasi
Kerja PNS, sebagai berikut:

a. Objektif yaitu sesuai dengan keadaan yang sebeaaranpa
dipengaruhi oleh penilaian subyektif pribadi dagjgiat penilai.

b. Terukur yaitu dapat diukur secara kuantitatif daalitatif.

c. Akuntabel yaitu seluruh hasil penilaian prestasijakeharus dapat
dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang

d. Partisipatif yaitu seluruh proses penilaian preskasja melibatkan
secara aktif antara pejabat penilai dengan PNS ganilgi.

e. Transparan yaitu seluruh proses dan hasil penilpisstasi kerja

bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
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Sehubungan dengan peraturan Kepala Badan KepegaMaigara
Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 03 Januari 2014 tent&egentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 46 Tahud 2&riggal 30
November 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Wwagalegeri Sipil,
sehingga seluruh komponen sumber daya mausia hengusun Sasaran
Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP).

Hal ini juga sesuai dengan Surat Direktorat Jendgmdan Peradilan
Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
1311/DjA/OT.01.3/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014 peri Sasaran Kerja
Pegawai Negeri Sipil lingkup peradilan agama.

Tabel 2.2
Matrik SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

Jumlah

No Sasaran Kerja Pegawai K_Igglhajr;an K eterangan
2017
1 | Ketua 38
2 | Wakil Ketua 14
3 | Hakim (Drs. H. Abdul Samad) 12
4 | Hakim (Dra. Hj. Sitti Masdanah) 13
5 | Hakim (Drs. Adaming, S.H., M.H.) 13
6 | Hakim (Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.) 13
7 | Hakim (Drs. Tayeb, S.H., M.H.) 13
8 | Hakim (Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.) 12
9 | Hakim (Drs. Makmur, M.H.) 12
10 | Hakim (Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.) 14
11 | Hakim (Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.) 15
12 | Hakim (Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H|, 11
M.H.)

13 | Hakim (Dra. Hj. Husniwati) 13
14 | Hakim (Drs. H. Ramly Kamil, M.H.) 12
15 | Hakim (Drs.H. Awaluddin, S.H., M.H.) 11
16 | Hakim (Dra. Siarah, S.H., M.H.) 13
17 | Hakim (Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.) 12
18 | Panitera 27
19 | Wakil Panitera 15
20 | Panitera Muda Permohonan 12
21 | Panitera Muda Gugatan 17
22 | Panitera Muda Hukum 9
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23 | Panitera Pengganti (Dra. Wakiah) 16

24 | Panitera Pengganti (Dra. Hunaenah 16
25 | Panitera Pengganti (Dra. Hj. Rosmini) 16
26 | Panitera Pengganti (Drs. Rustan, S.H.) 16
27 | Panitera Pengganti (Dra. St. Naisyah) 16
28 | Panitera Pengganti (Haris, S.HI., M.Sy.) 16
29 | Panitera Pengganti (Dra. Nuraeni) 16
30 | Panitera Pengganti (Bintang, S.H.) 16
31 | Panitera Pengganti (Siti Jamilah, S.H.) 15
32 | Panitera Pengganti (Dra. Samsang) 16
33 | Juru Sita (Drs. Muhammad Suardi) 5
34 | Juru Sita (Muhammad Syahrani, S.H.) 6
35 | Juru Sita (Ridmajayanti, S.Sos) 8
36 | Juru Sita Pengganti (Heriawati, S.H.) 5
37 | Sekretaris 13
38 | Kasubbag Perencanaan, Tl dan Pelaporan 16
39 | Kasubbag Umum dan Keuangan 30
40 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata 13
Laksana.
41 | Staf Panitera Muda Gugatan 15

B. Pelayanan Publik Yang Prima
1. Akreditas Penjaminan Mutu

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) meakpn bentuk
pengawasan dan pemacu kantor peradilan untuk mkaakperubahan /
peningkatan dalam pelayanan dan kenyamanan. TuffdAM adalah
bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agungbensin dan
memiliki pelayanan prima, sesuai tujualoe print Mahkamah Agung tahun
2010 — 2035.

SAPM harus dimiliki oleh setiap pengadilan. Sebdgiteng terakhir
penegak hukum, Pengadilan harus terus — meneruspeneaiki sistem
Peradilan guna meningkatkan kepercayaan publikegseimana salah satu
wujud dari Badan Peradilan yang agung adalah Raragang berorientasi
pada pelayanan publik yang prima. SAPM juga akéaga penilaian bagi
para pimpinan Pengadilan dalam promosi dan mutasi.

Pengadilan Agama Watampone belum berhasil menjesierfa pada
penilaian SAPM periode awal November 2017 karenanbememenuhi
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kriteria. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Wataradmrtekad ikut serta
dalam penilaian SAPM awal tahun 2018. Berbagai ipgas sedang
dilakukan, terutama dalam hal optimalisasi sargmasarana dan sistem
manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dalaypean publik

yang prima.

2. PosBaKum (Pos Bantuan Hukum)
Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA- 005.04.2.30900672tanggal

07 Desember 2016, Pengadian Agama Watampone péuam t2017
menerima anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum (ResBgasebesar
Rp 52.000.000,- Lima puluh dua juta rupiah) dengan target 520 jam
layanan. Kegiatan PosBaKum dilaksanakan melalujagama dengan
PERADI sesuai kontrak perjanjian kerjasama nomor
W20-A2/037/Hk.03.5/11/2017 tanggal 23 Februari 2017

Tabel 2.3
Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

1 | Maret 12 1.200.000 90
2 | April 68 6.800.000 85
3 | Mei 62 6.200.00( 60
4 | Juni 62 6.200.000 120
5 | Juli 64 6.400.000 325
6 | Aagustus 68 6.800.000 120
7 | September 72 7.200.000 135
8 | Oktober 60 6.000.000 200
9 | Nopember 52 5.200.0Q0 100
Jumlah 520 52.000.000 1.235

Berdasarkan tabel 2.3, realisasi kegiatan layamaB&Kum mencapai
target 100%, yakni sebanyak 520 Jam Layanan dgogdah perkara yang
terlayani sebanyak 1.235 perkara.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2017 51



3. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Kegiatan sidang di luar gedung (sidang keliling)ytlean untuk
memberikan akses bagi masyarakat yang sulit atdak timampu
menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasamga,bifisik dan
geografis.

Kegiatan sidang keliling / pelayanan terpadu dalayplementasinya
dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Kependanldan Catatan Sipil
serta Kementerian Agama Kabupaten Bone untuk perkabat Nikah
dalam wilayah Hukum Pegadilan Agama Watampone.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.30907672@anggal
07 Desember 2016, pada tahun 2017, Pengadilan AgdaAfmimmpone
mendapatkan alokasi anggaran untuk kegiatan sikalilghng / pelayanan
terpadu sejumlah Rp 71.200.000Jujuh puluh satu juta dua ratus ribu
rupiah) dengan target 16 kegiatan dan dengan asumsi flGrpeper
kegiatan.

Tabel 2.4
Kegiatan Sidang Pelayanan Terpadu Tahun 2017

Putaran |
1 | Ajangale 1 41 Dana DIPA
2 | Bengo 1 40 Dana DIPA
3 | Tonra 1 17 Dana DIPA
4 | Dua Boccoe 1 41 Dana DIPA
5 | Bonto Cani 1 40 Dana DIPA
6 | Kajuara 1 36 Dana DIPA
7 | Libureng 1 40 Dana DIPA
8 | Kahu 1 43 Dana DIPA
Putaran 11
1 | Mare 1 46 Dana DIPA
Bonto Cani 1 49 Dana DIPA
3 | Barebbo 1 61 Dana DIPA
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4 | Lamuru 1 50 Dana DIPA

5 | Mare 1 49 Dana DIPA

6 | Amali 1 53 Dana DIPA

7 | Ulaweng 1 64 Dana DIPA

8 | Cenrana 1 44 Dana DIPA
Jumlah 16 714

Berdasarkan tabel 2.4, realisasi kegiatan sidarlgy®&san Terpadu
mencapai target 100%, yakni sebanyak 16 kegiatagashejumlah perkara
yang disidangkan sebanyak 714 perkara.

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Peraturanavtetitk Agung RI
Nomor 1 Tahun 2014 bahwa Negara menanggung biasepiberperkara
di pengadilan sehingga setiap orang yang tidak masgzara ekonomi
dapat berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.30907672@anggal
07 Desember 2016, Pengadilan Agama Watampone mathdapalokasi
anggaran perkara prodeo pada tahun 2017 sejumla8Rp60.000,- Dua
puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dengan target 60
perkara.

Tabel 2.5
Pelaksanaan Pelayanan Perkara Prodeo

1 | Januari -
2 | Februari 2
3 | Maret 20
4 | April 13
5 | Mei 11
6 | Juni 13
7 | Juli 6
8 | Agustus 2
9 | September 0
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10 | Oktober 1
11 | Nopember 1

12 | Desember -

Jumlah 69

Pengadilan Agama Watampone dalam memberikan layao&om,
terutama bagi masyarakat yang tidak mampu untybellesira secara cuma-
cuma telah terlaksana dengan baik dan realisasigj@bihi target, yakni 69

perkara sehingga persentase capaiannya 115 %.
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